

BAB I
PENDAHULUAN
A.  Latar Belakang
Latar belakang sejarah hak asasi manusia pada hakikatnya muncul karena keinsyafan manusia terhadap harga diri, harkat dan martabat kemanusiaannya, sebagai  akibat  tindakan  sewenang-wenang  dari  penguasa,  penjajahan, perbudakan ketidakadilan dan kelaliman (tirani) yang hampir melanda seluruh umat manusia.

Dalam  sejarah  peradaban  manusia  telah  mencatat  banyak  peristiwa dimana seseorang atau sekelompok manusia mengadakan perlawanan terhadap penguasa atau sekelompok manusia yang lain untuk memperjuangkan apa yang dianggap  menjadi  haknya.  Bahkan  sejarah  pernah     mengisahkan     bahwa seringkali  perjuangan  itu  penuh  dengan ceceran darah dan pengorbanan jiwa.1
Permasalahan Hak Asasi Manusia merupakan bahan perbincangan yang

sangat menonjol akhir-akhir ini. Hal ini perlu mendapatkan perhatian yang sungguh-sungguh, karena dimensi pengaruhnya dalam kehidupan bermasyarakat baik itu secara nasional maupun dunia internasional sangat besar. Masalah perlindungan hukum bagi korban pelanggaran HAM berat juga merupakan salah satu dari permasalahan HAM yang menjadi wacana dan agenda PBB saat ini,

1Eddy O.S. Hiariej, et. All, Bunga Rampai Hukum Pidana Khusus, (Jakarta: Pena Pundi Aksara,

2006), hal. 147.

dimana alasan terbentuknya PBB adalah untuk mengatasi permasalahan pelanggaran HAM. Sehingga PBB sangat diharapkan untuk dapat mengambil andil dalam menuntaskan permasalahan pelanggaran HAM yang dalam hal ini dikhususkan pada masalah perlindungan hukum bagi korban.

Konsep  hak  asasi  manusia  sebenarnya  telah  ada  sejak  berabab-abab yang  lalu.  Di  Eropa  paling  tidak  kita  dapat  mengetahuinya  dari Dictatus Papea, pada abad ke-11 yang kemudian disusul dengan lahirnya Magna Charta tahun 1215. sementara di Timur sebenarnya tercatat telah ada Piagam Madinah atau Madina Charter yang disusun negara Islam awal yang juga memuat perlindungan hak asasi manusia seperti yang dikenal pada zaman modern ini.2
Sejarah barat mencatat ada tiga Negara sebagai peletak dasar hak asasi manusia

yaitu: Inggris, Amerika Serikat, Perancis. Dari ketiganya, Inggrislah negara yang dianggap negara perintis di dunia yang memperjuagkan hak asasi manusia.3 Hal ini terbukti dengan adanya Piagam Magna Charta (1215), The Habeas Corpos Act (1676) dan The Bill of Rights (1688) yang merupakan dokumen historis yang dijadikan undang-undang  dan  hukum  positif  yang  berlaku  di  Inggris  dan daerah-daerah bekas jajahannya (The British Commonwealth). The Bill of Rights merupakan suatu kemenangan yang diperoleh rakyat Inggris di mana raja-raja

Inggris harus bersumpah setia, taat dan tunduk untuk selama-lamanya kepada
2Moh.  Mahfud  MD,  Hukum  dan  Pilar-Pilar  Demokrasi,  ( Yogyakarta: Gama Media,1999), hal. 99.
3Eggi  Sudjana,  HAM,  Demokrasi  dan  Lingkungan  Hidup  Perspektif  Islam,  (Yayasan  As- Syahidah, 1988), hal. 5.

kehendak  rakyat  (parlemen).  Tujuan  selanjutnya  sebagaimanan  yang tersirat dalam rangka melindungi rakyat atas tindakan raja-raja agar jangan sampai melanggar  perjanjian yang isinya tersirat dalam Piagam Magna Charta maupun dalam Piagam The Bill of Rights.4
Lahirnya   hak   asasi   manusia   juga   tidak   terlepas   dengan   peristiwa

terjadinya Revolusi Amerika Serikat yang terkenal dengan Declaration of Independence of America (1776) disusul dengan Virginia Declaration of Rights (1791)  dan  lahirnya  Revolusi  Prancis  (1789)  dengan  Declaration  des  Droits del’ Homme et du Citoyen. Kedua peristiwa tersebut memuat sederetan hak- hak asasi  manusia  dalam  arti  kebebasan  individu  yang  banyak  didasarkan  pada tulisan-tulisan para filosof politik seperti John Locke, Montesquieu, dan Jean Jacques Rousseau dan merupakan puncak perlawanan terhadap penindasan    dan kesewenang-wenangan penguasa serta merupakan tonggak perjuangan hak asasi

manusia di barat.5
Isu  tentang  hak  asasi  manusia  memang  semakin  luas  dan  semakin  banyak negara-negara meratifikasi Perjanjian Hak Asasi Manusia ditandatangani tahun 1966.

Namun, dalam perkembangannya, isu hak asasi manusia justru menjadi alat kebijakan
4Soewargo Kortodiharjo, Peran Reformasi Dalam Bidang Hukum Bernafaskan Hukum Publik dan Hukum Hak Asasi Manusia, (Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah, 1998), hal. 3.
5Peter  Baehr, Hak-Hak  Asasi  Manusia  Dalam  Politik  Luar  Negeri,  Penerjemah Sumardi, (Yayasan Obor Indonesia, 1998), hal. 5.

negara-negara barat untuk menekan negara-negara dunia ketiga dihubungkan dengan masalah bantuan luar negeri atau bantuan militer.6
Kepedulian internasional terhadap hak asasi manusia merupakan gejala yang relatif baru. Meskipun kita dapat menunjuk pada sejumlah traktat atau perjanjian internasional  yang  mempengaruhi  isu  kemanusiaan  sebelum  Perang  Dunia  II,  baru setelah dimasukkan ke dalam Piagam PBB pada tahun 1945, kita dapat berbicara mengenai adanya perlindungan hak asasi manusia yang sistematis di dalam sistem internasional.

Mekanisme internasional untuk menjamin hak asasi manusia baru akan melakukan perannya apabila sistem perlindungan di dalam negara itu sendiri goyah atau pada kasus yang ekstrim malahan tidak ada. Dengan demikian, mekanisme internasional sedikit banyak berfungsi memperkuat perlindungan domestik terhadap hak asasi manusia dan menyediakan pengganti jika sistem domestik gagal atau ternyata tidak memadai.

Berbagai kasus-kasus kejahatan serius telah diadili oleh Mahkamah Pidana Internasional, yang menumbuhkan keyakinan bahwa para pelaku kejahatan-kejahatan serius tidak lagi mendapatkan impunitas, dan mewujudkan keadilan bagi para korban. Sejumlah kasus yang telah diadili di Mahkamah Pidana Internasional diantaranya kasus kejahatan  perang  di  Republik  Demokratik  Kongo,  kasus  kejahatan  kemanusiaan  di Pantai Gading, dan kasus-kasus di Kenya, Uganda, dan Libya.

Keberadaan korban sangatlah penting dalam proses penegakkan HAM, karena dalam menyelesaikan suatu permasalahan HAM sangat diperlukan peran

dari korban itu sendiri, baik sebagai saksi maupun sebagai pihak yang dirugikan.
6Samuel P. Huntington, Benturan Antar Peradaban dan Masa Depan Politik Dunia, Terj. Sadat

Ismail, (Yogyakarta: Penerbit Qalam, 2003), hal. 352-354.
Oleh karena itu, perlindungan korban harus diperhatikan dengan sungguh- sungguh terutama   pada   kasus   pelanggaran   HAM yang berat. Sesuai dengan yang dituliskan dalam pasal 6 UU No.13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban.

Perlindungan  terhadap  korban  sebenarnya telah  diatur  dalam  berbagai peraturan perundang-undangan nasional, serta peraturan pemerintah. Dalam peraturan perundang-undangan nasional, masalah tentang perlindungan korban juga diatur dalam UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM, UU No.26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM, Peraturan Pemerintah No.3 tahun 2002 tentang kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi terhadap korban pelanggaran HAM yang berat, serta UU No.13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban. Sesuai dengan  yang diamanatkan  dalam  pasal  3  ayat  (3)  UU  No.19    tahun  1999 tentang HAM yang menegaskan tentang hak setiap orang untuk mendapatkan

perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan manusia tanpa   diskriminasi.7
“Dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-undang No. 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM menerangkan secara jelas bahwa setiap korban dan saksi dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat berhak atas perlindungan   fisik  dan mental  dan ancaman, gangguan, terror, dan kekerasan dari pihak manapun.”8
Salah satu peraturan yang mengatur masalah hak-hak korban pelanggaran

HAM yang berat terdapat dalam pasal 2  ayat  (1)  Peraturan pemerintah  RI  No.
7Undang-undang Hak Asasi Manusia, (Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2010), hal. 4.

8Indonesia, Undang-Undang Tentang Pengadilan HAM, UU No. 26 Tahun 2000, Ps. 34.

2 tahun 2002 tentang tata cara perlindungan terhadap   korban dan saksi pelanggaran HAM yang berat, disebutkan bahwa setiap korban atau saksi dalam pelanggaran HAM yang berat berhak memperoleh perlindungan dari aparat penegak hukum dan aparat keamanan.9
Selain peraturan perundang-undangan nasional, masalah ini juga di atur

dalam konvensi-konvensi, serta statuta-statuta internasional. Masalah tentang perlindungan korban  dimuat dalam  pasal 68 ayat (1) Statuta Roma mengenai perlindungan korban dan saksi  yang menjelaskan bahwa: The court shall take appropriate  measures to protect  the safety,  phsycal  and  psychological  well- being,   dignity  and   privacy   of   victim   and   witnessses.   (pengadilan   harus mengambil   tindakan   yang   tepat   untuk   melindungi   keamanan,   fisik,   dan

kesejahteraan psikologis, martabat dan privasi dari korban dan saksi).10
Proses pembuktian membutuhkan keterangan saksi atau saksi korban (korban yang bersaksi). Keberadaan keduanya seringkali tidak dihiraukan oleh aparat penegak hukum di Indonesia, keselamatan, baik dirinya maupun anggota keluarganya  pada  kasus-kasus  tertentu  menjadi  taruhannya,  atas  kesaksian mereka.

“Menurut Arif Gosita, si korban tidaklah hanya sebab dan dasar proses
terjadinya  kriminalitas  tetapi  juga  memainkan  peran  penting  dalam  usaha
9Undang-undang Hak Asasi Manusia, (Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2010), hal. 4.

10Mahkamah Internasional: Statuta roma, Hukum acara, dan unsur-unsur kejahatan, (Jakarta: Elsam, 2007), hal.78

mencari  kebenaran  dalam  usaha  mencari  kebenaran  dalam  usaha  mengerti masalah kejahatan, delikuensi, dan deviasi”11
Perlindungan korban kejahatan dalam system hukum nasional nampaknya belum  memperoleh  perhatian  serius.  Hal  ini  terlihat  dari  hanya  beberapa peraturan   perundang-undangan   nasional   yang   mengatur   hak-hak   korban kejahatan.  Adanya  ketidak  seimbangan  antara perlindungan  korban  kejahatan dengan pelaku kejahatan pada dasarnya merupakan salah satu pengingkaran dari asas setiap warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945, sebagai  landasan  konstitusional.  Selama  ini  muncul  pandangan  yang menyebutkan pada saat  pelaku kejahatan telah  diperiksa,  diadili  dan  dijatuhi hukuman pidana, maka pada saat itulah perlindungan terhadap korban telah diberikan, padahal pendapat itu tidak seutuhnya benar.

Berdasarkan  perkembangan  yang  ada,  baik  nasional  maupun internasional, dapat dilihat bagaimana seharusnya korban kejahatan memperoleh perlindungan  hukum  serta  bagaimana  system  hukum  nasional  selama  ini mengatur perihal perlindungan kepada korban kejahatan. Dalam beberapa perundang-undangan nasional permasalahan perlindungan korban kejahatan memang sudah diatur namun sifatnya masih bersifat parsial dan tidak berlaku

secara umum untuk semua korban kejahatan.
11   Arif  Gosita,  Masalah  Korban  Kejahatan  (Kumpulan  Karangan),  (Jakarta:  Bhuana  Ilmu

Populer, 2004), hal. 63.

Setiap  terjadi  kejahatan  maka  dapat  dipastikan  akan  menimbulkan kerugian terhadap korbannya. Korban kejahatan harus menanggung kerugian karena kejahatan, baik materiil maupun imateriil. Korban kejahatan yang pada dasarnya merupakan pihak yang paling menderita dalam suatu tindak pidana, tidak memperoleh perlindungan sebanyak yang diberikan oleh undang-undang kepada pelaku kejahatan. Akibatnya, pada saat pelaku kejahatan telah dijatuhi sanksi pidana oleh pengadilan, kondisi korban kejahatan tidak diperdulikan.

Banyak ditemukan korban kejahatan kurang memperoleh perlindungan hukum yang memadai dalam penyelesaian perkara pidana, baik perlindungan yang sifatnya material maupun imateril. Korban kejahatan ditempatkan sebagai alat   bukti   yang   memberikan   keterangan   yaitu   sebagai   saksi   sehingga kemungkinan bagi korban untuk memperoleh keleluasan dalam memperjuangkan haknya adalah kecil. Korban tidak diberikan kewenangan dan tidak terlibat secara aktif   dalam   proses   penyidikan   dan   persidangan   sehingga   ia   kehilangan kesempatan untuk memperjuangkan hak-hak dan memulihkan keadaannya akibat suatu kejahatan.

Tidak jarang juga ditemukan korban yang mengalami penderitaan (fisik, mental ataupun materi) akibat dari suatu tindak pidana yang menimpa dirinya, tidak memperjuangkan hak-hak yang seharusnya dia terima karena berbagai alasan, misalkan korban menolak untuk melakukan ganti rugi karena dikhawatirkan prosesnya akan semakin panjang dan berlarut-larut akibat yang dapat  berakibat  pada  timbulnya  penderitaan  yang  berkepanjangan.  Dalam

berbagai  kasus  penyelesaian  secara  hukum  dan  politik  terhadap  pelanggaran HAM seringkali tidak berpihak kepada korban, namun justru dilakukan untuk melindungi para pelaku, sebagaimana halnya yang lazim dilakukan oleh para penguasa militer di negara-negara Amerika Latin, seperti Argentina dan Chile pada era tahun 1970an.

Salah   satu   bentuk   perlindungan   terhadap   korban   kejahatan   dan merupakan hak dari korban tindak pidana adalah mendapatkan kompensasi dan restitusi. Kompensasi diberikan oleh Negara kepada korban pelanggaran HAM yang berat, sedangkan restitusi merupakan ganti rugi pada korban tindak pidana yang diberikan oleh pelaku sebagai bentuk pertanggung jawabannya.

Ada beberapa peraturan di Indonesia yang mengatur pemberian kompensasi  dan  restitusi.  Namun  kenyataanya  aturan  tersebut  tidak implementatif. Pengaturan pemberian ganti rugi itu misalnya bisa dilihat pada KUHP, KUHAP, dan   juga   Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Azasi Manusia  yang  kemudian  melahirkan  Peraturan Pemerintah No.3 Tahun 2002 tentang Kompensasi,  Restitusi, dan Rehabilitasi Terhadap Korban Pelanggaran HAM Yang Berat. Namun berdasarkan pengamatan,  sangat  jarang  ada  korban tindak pidana yang mendapatkan ganti rugi. Kasus-kasus HAM yang terjadi di Indonesia sampai saat ini belum pernah ada  korban  pelanggaran  HAM  yang mendapatkan  kompensasi  dan  restitusi walaupun dalam amar putusan pengadilan korban berhak untuk mendapatkan kompensasi dan restitusi.

Terkait dengan hal di atas, salah satu contoh bahwa penyelesaian secara hukum  maupun politik  terhadap  pelanggaran HAM seringkali tidak  berpihak kepada korban,  namun  justru  dilakukan untuk  melindungi para pelaku  dapat dikemukakan dalam konteks berikut ini: “Berdasarkan catatan pengadilan HAM ad hoc Timor-Timur, hak hak pelanggaram HAM yang berat tidak pernah disinggung.  Baik  jaksa  maupun hakim  tidak  pernah  menyinggung sedikitpun upaya pemulihan bagi korban, padahal pelanggaran HAM berat di Timor-Timur telah diakui terjadi di pengadilan. Proses pengadilan hanya difungsikan untuk mencari pelaku dan menghukumnya, tetapi keadilan bagi korban secara nyata tidak   menjadi   bagian   yang   penting.   Hak   atas   kompensasi,   restitusi   dan rehabilitasi yang secara jelas dinyatakan oleh Undang-undang bahkan tidak dapat berjalan sama sekali.

Berdasar latar belakang inilah, penyusun mengangkat masalah mengenai perlindungan hukum korban pelanggaran HAM berat yang berjudul “Perlindungan Atas Korban Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Berat Dalam Aspek Hukum Positif dan Hukum Internasional”.
B.  Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1.   Apa  saja  yang  menjadi  ruang  lingkup  pelanggaran  Hak  Asasi  Manusia

(HAM) Berat ?

2.   Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban pelanggaran HAM Berat dalam aspek hukum positif dan hukum internasional ?

C.  Tujuan Penelitian
Berkenaan dengan rumusan masalah diatas, tentunya ada tujuan peneliti yang ingin dicapai yaitu:

a.   Untuk mengetahui apa saja yang menjadi ruang lingkup pelanggaran Hak

Asasi Manusia (HAM) Berat.

b.   Untuk   memahami   bagaimana   perlindungan   hukum   terhadap   korban pelanggaran Hak  Asasi  Manusia  (HAM)  Berat  berdasarkan  aspek  hukum positif dan hukum internasional.

D.  Manfaat Penelitian
Adapun manfaat penelitian ini tentang perlindungan atas korban dalam pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat dalam aspek hukum positif dan hukum internasional, dilihat dari dua segi,  yaitu: manfaat  secara teoritis dan praktis.

a.   Manfaat Secara Teoritis

Secara teoritis karya tulis ini diharapkan dapat memberi manfaat dan memperkaya literatur-literatur yang ada sebelumnya, khususnya mengenai perlindungan korban terhadap pelanggaran HAM berat. Karya tulis ini juga

diharapkan   menjadi   acuan   untuk   mengadakan   penelitian   yang   lebih mendalam lagi.

b.   Manfaat Secara Praktis

Diharapkan dengan adanya karya tulis ini dapat berguna dalam membantu permasalahan bagi pihak-pihak yang bersangkutan, dalam hal ini lembaga  penegak  hukum  dan  pemerintah  guna  menjamin  perlindungan hukum terhadap korban pelanggaran HAM Berat serta penerapannya dalam proses perkara pidana HAM.

E.  Ruang Lingkup Penelitian
Berdasarkan  uraian  diatas,  peneliti  dalam  penelitian  ini  memberikan ruang lingkup masalah agar lebih fokus dan terarah ke permasalahan baik secara materi ataupun objek penelitian, adapun ruang lingkup masalah dalam penelitian ini adalah terfokus pada kajian perlindungan hukum atas pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat dengan objek pembahasan yaitu berdasarkan aspek hukum positif dan hukum internasional.

